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Abstract 

Indonesia as one of strategic countries in south east Asia region, is a long-time partner 
for Japan. Indonesia and Japan have lots of bilateral partnerships that deepen their 
relations. In this era Joko Widodo’s Presidency, Indonesia has been putting a lot focus 
on flowing some funds to build up the infrastructure there. High speed rail project is 
one of the government’s attempt to step up the pace of infrastructure building to 
achieve higher economic growth in Jakarta, Bandung, and places that will be the 
stations for the high speed rail. In the beginning of the project, Japan as one of 
Indonesia’s longest partner was only steps closer to get the project, but at the last 
minutes China took their way to get this project in their hands. With this new and big 
partnership between Indonesia and China, the latest condition between these three 
countries might see some changes in the near future. Indonesia itself is supposed to take  
some excellent decisions to bring out their plans on infrastructure building to the fullest 
potential. 
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Indonesia memiliki catatan sejarah yang 
panjang dengan Jepang dan Tiongkok. 
Catatan sejarah tersebut berpotensi 
bertambah seiring dengan adanya 
proyek kereta api cepat Jakarta-
Bandung yang tahun lalu menjadikan 
Tiongkok dan Jepang sebagai kontestan 
terbesar dalam proyek ini. Seiring 
dengan kemenangan Tiongkok dalam 
proyek ini pada tahun lalu, hubungan 
bilateral antara Indonesia-Tiongkok dan 
Indonesia-Jepang mungkin akan 
mengalami perubahan arah mengingat 
proyek ini nilainya cukup besar dan 
memiliki arti penting bagi kedua negara. 
Kereta api cepat pada saat ini sudah 
menjadi salah satu moda transportasi 
yang dibutuhkan untuk berbagai kota di 
banyak negara-negara maju dunia. 
Jakarta dan Bandung merupakan dua 
kota yang bagi pemerintah Indonesia 

perlu difasilitasi dengan kendaraan 
umum tercepat di darat ini. 

Persaingan Jepang dan Tiongkok 

Dua negara, yakni Jepang dan Tiongkok 
siap bersaing untuk mendapatkan 
proyek kereta api cepat pertama di 
kawasan Asia Tenggara tersebut. 
Ketertarikan investor asal Jepang dan 
Tiongkok untuk membangun kereta 
cepat sudah menimbulkan beragam 
tanggapan di dalam negeri Indonesia 
sendiri, dan keputusan pemerintah 
Indonesia untuk memilih Tiongkok 
dengan segera menjadi bahan 
perdebatan oleh banyak pihak. 
Walaupun pada awalnya pemerintah 
Indonesia dilema memutuskan antara 
Jepang yang sudah sejak lama menjadi 
rekan kerjasama dalam bidang ekonomi 
bagi Indonesia, atau Tiongkok yang saat 
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ini kondisi perekonomiannya sedang 
mendominasi dunia. Kedua raksasa 
ekonomi di Asia tersebut bersaing dalam 
memberikan tawaran kesepakatan yang 
terbaik bagi Indonesia. Namun, pilihan 
besar tersebut akhirnya jatuh pada 
Tiongkok. Proyek yang 
bersifat Business to Business 
yang menjadi kunci 
kemenangan Tiongkok atas 
Jepang, pemerintah Tiongkok 
bersedia memenuhi 
permintaan pemerintah 
Indonesia yang sulit 
dikabulkan oleh Jepang, yaitu 
untuk menanggung seluruh 
biaya proyek tersebut. 

Meski begitu Jepang 
sebenarnya juga memberikan 
penawaran yang cukup 
menarik, selain karena Jepang 
menggunakan teknologi 
mereka yang mampu 
memproduksi kereta api cepat yang 
paling aman, Jepang juga bersedia 
memberikan pinjaman dengan bunga 
rendah yakni 0,1 persen (Syailendra 
2015). Dari segi pengalaman, Jepang 
jauh mengungguli Tiongkok dalam 
teknologi kereta api cepat. Jepang 
menjadi negara pertama di dunia yang 
mengembangkan teknologi kereta api 
cepat pada tahun 1960an. Sedangkan 
Tiongkok baru memulai pengembangan 
kereta api cepat pada tahun 2004 
melalui teknologi Jepang dan Jerman 
sebelum akhirnya pada tahun 2007  
mampu untuk membangun kereta api 
cepat dengan teknologinya sendiri untuk 
pertama kali (Farias 2012). Dari segi 
keamanan, Jepang sama sekali belum 
pernah mencatat adanya korban jiwa 
akibat kereta cepat, sedangkan di 
Tiongkok sendiri pada pertengahan 
tahun 2011 lalu terjadi kecelakaan 
antara dua kereta cepat yang 
menewaskan puluhan orang dan ratusan 
lainnya mengalami luka-luka. Dari segi 
geografi-pun Indonesia dan Jepang 
memiliki banyak kesamaan, seperti 
kondisi kedua negara yang merupakan 
negara kepulauan serta memiliki banyak 
titik gempa yang tersebar di kedua 

negara akibat pertemuan beberapa 
lempeng bumi. 

Namun perkembangan kereta api cepat 
Tiongkok adalah yang tercepat di dunia. 
Tiongkok saat ini menguasai pangsa 

pasar kereta api cepat 
dengan kepemilikan rel 
terpanjang di dunia hingga 
sekitar 60% dari total 
panjang rel kereta cepat 
dunia. Hal tersebut dapat 
terjadi karena pemerintah 
Tiongkok yang memiliki 
program pemerintah yang 
mendukung pembangunan 
tersebut, yaitu one belt one 
road. Melalui one belt one 
road, pemerintah Tiongkok 
berharap untuk dapat 
memiliki jalur akses yang 
tinggi dengan berbagai 
negara yang ada di sekitar 
wilayah kedaulatan 

negaranya. Tujuan utama dari proyek 
raksasa Tiongkok ini adalah untuk 
melakukan penyeimbangan ekonomi 
dalam negeri Tiongkok yang timpang 
antara daerah barat yang masih 
tertingaal dengan daerah timur yang 
sudah modern dan maju (Wicaksana 
2017). Proyek jalur sutera baru ini 
diharapkan mampu mengangkat 
potensi-poteni ekonomi Tiongkok yang 
saat ini masih belum muncul ke 
permukaan. Pembangunan kereta api 
cepat yang sudah mengalami 
perkembangan drastis hanya dalam 
beberapa tahun diharapkan mampu 
untuk menjadi salah satu bukti realisasi 
dari one belt one road. 

Semua perkembangan teknologi yang 
dialami Tiongkok saat ini, termasuk juga 
perkembangan kereta cepat tidak bisa 
dipisahkan dari kekuatan ekonominya 
yang tergolong kuat yang tidak hanya 
dalam level Asia, namun dalam level 
internasional. Kebangkitan Tiongkok 
sebagai ekonomi baru bisa dilihat 
dengan adanya pertumbuhan 
ekonominya yang menyentuh dua digit 
pada tahun 2010 yaitu mencapai angka 
10,4% dan merupakan angka tertinggi 
dalam seperempat abad terkahir 
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(Straszheim 2008). Meski pada tahun-
tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi 
Tiongkok mengalami penurunan namun 
Tiongkok masih menjadi negara dengan 
pertumbuhan ekonomi tertinggi di 
dunia secara kuantitatif. Dengan 
kekuatan ekonomi yang masif seperti itu 
perkembangan teknologi Tiongkok 
mengalami peningkatan secara drastis.  

PT. KCIC 

PT. KCIC merupakan sebuah 
konsorsium yang terdiri dari beberapa 
perusahaan seperti PT. Wijaya Karya, 
PT. Kereta Api Indonesia, PT. Jasa 
Marga, PT. Perkebunan Nusantara VIII, 
dan China Railway. Konsorsium ini 
didirikan untuk mempermudah 
pengerjaan proyek kereta cepat. 
Indonesia dalam masa kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo memiliki visi 
untuk melakukan modernisasi 
transportasi massal, memperlancar 
konektivitas antarkota, dan 
pembangunan kawasan guna 
menciptakan sentra ekonomi baru. 
Pembangunan kereta cepat menjadi 
salah satu hal yang mendesak demi 
tercapainya visi tersebut sekaligus 
menjadi bagian dari rencana besar 
pemerintah Indonesia. Koridor kereta 
cepat Jakarta-Bandung merupakan awal 
terhubungnya kota-kota lain seperti 
Surabaya, Cirebon, Semarang, dan 
Banyuwangi. Jakarta-Bandung juga 
dipilih oleh pemerintah menjadi kota 
pertama dalam proyek kereta cepat dari 
segi ekonomi karena memiliki potensi 
besar dalam pengembangan industri, 
perdagangan, dan pariwisata. 

Dinamika Hubungan Indonesia-
Jepang 

Setelah berakhirnya kekuasaan Belanda 
di Indonesia, Jepang secara perlahan 
menjadi negara baru yang menjadi 
penjajah Indonesia selama lebih dari 
tiga tahun. Setelah Jepang kalah dalam 
Perang Dunia II, Jepang dengan 
terpaksa harus melepaskan Indonesia 
sebagai salah satu wilayah jajahannya. 
Hubungan Indonesia dengan Jepang 
selanjutnya mengalami masa-masa 

buruk, yang puncaknya direkam oleh 
sejarah sebagai peristiwa Malari pada 
tahun 1974. Kondisi tersebut terus 
berlangsung hingga terjadinya 
normalisasi hubungan antar kedua 
negara yang ditandai dengan perjanjian 
perdamaian pada tanggal 20 Januari 
1958 yang diikuti dengan perjanjian 
pampasan perang pada tahun yang 
sama. Indonesia dan Jepang sudah 
banyak menjalin kerja sama di berbagai 
bidang strategis bagi kedua negara. 
Jepang kerapkali memberikan bantuan 
berupa hibah maupun pinjaman ringan 
bunga kepada pemerintah Indonesia. 
Ketika bencana tsunami Aceh terjadi 
tahun 2004, Jepang juga menjadi salah 
satu negara yang paling besar dalam 
memberi bantuan kemanusian. 

Jepang merupakan salah satu negara 
yang paling maju di sektor industri 
manufaktur karena keunggulan sumber 
daya manusia, teknologi, dan ilmu 
pengetahuan yang mereka miliki. 
Namun, Jepang bukanlah negara yang 
kaya akan sumber daya alam sehingga 
tanpa ketersediaan energi dan bahan 
baku yang mencukupi, daya saing 
Jepang sebagai negara industri akan 
luntur dan digantikan oleh negara–
negara industri baru yang memiliki 
bahan baku dan menguasai energi dan 
telah berhasil menyiapkan sumber daya 
manusia dan teknologi (Khor 2010).  

Dinamika Hubungan Indonesia-
Tiongkok 

Indonesia dan Tiongkok memiliki 
hubungan bilateral yang lama bahkan 
ketika Indonesia masih berupa kerajaan-
kerajaan. Hubungan ini terjalin karena 
Indonesia yang merupakan bagian dari 
jalur sutera dan menjadi perlintasan 
atau persinggahan bagi pelaut Tiongkok 
untuk ke India atau Timur Tengah. 
Secara modern, hubungan bilateral 
antara dua negara bangsa ini dimulai 
sejak tahun 1949. Namun pada masa 
pemerintahan Presiden Soeharto, kedua 
negara mengalami titik kerenggangan 
dalam hubungan mereka pada tahun 
1967 karena adanya rasa antipati pada 
komunis. 
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Pada akhir tahun 2013, Presiden Xi 
Jinping menyampaikan pidato yang 
disampaikan satu hari sebelum bertemu 
dengan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono. Dalam pertemuan tersebut, 
keduanya sepakat meningkatkan ker 
jasama di sejumlah sektor seperti 
perdagangan, investasi dan 
infrastruktur. Menteri kedua negara 
menandatangani memo kesepahaman 
untuk meningkatkan kerja sama 
industri, termasuk diantaranya turisme, 
teknologi, dan penelitian ruang angkasa. 
Selama kunjungan pertamanya ke 
kawasan Asia Tenggara ini, Xi juga 
mengusulkan pembentukan bank 
investasi infrastruktur yang akan 
membantu pendanaan berbagai proyek 
di wilayah tersebut. Bank Sentral 
Tiongkok juga sepakat untuk memberi 
bantuan untuk menopang nilai mata 
uang rupiah, jika diperlukan. Nilai 
perdagangan antara Tiongkok dan 
Indonesia meningkat dari 16,5 miliar 
dolar AS pada 2005 menjadi lebih dari 
66,2 miliar dolar AS pada 2012. Nilai 
investasi langsung Tiongkok ke 
Indonesia juga bertambah. 

Di masa Megawati Soekarno Putri, 
pondasi hubungan baik RI-Tiongkok 
terus diperkuat. Dalam kunjungan 
kenegaraan ke Beijing pada 24 hingga 27 
Maret 2002, Pada rentan waktu 1992-
2002 perdagangan bilateral Indonesia-
Tiongkok meningkat dari 2 miliar 
menjadi 8 miliar USD dan investasi 
Tiongkok juga meningkat dari 282 juta 
USD (1999) menjadi 6,8 miliar USD 
(2003). Megawati membuat 
kesepakatan dengan pemerintah 
Tiongkok untuk meningkatkan 
kerjasama ekonomi dan politik. 
Kesepakatan yang dicapai antara lain 
pembukaan konsulat jenderal baru di 
sejumlah kota, baik Tiongkok maupun 
Indonesia, dan pembentukan forum 
energi antar kedua negara (Suryadinata 
1998). Menurut data yang dikeluarkan 
oleh Badan Pusat Statistik (BPS), antara 
tahun 2003 hingga 2004, atau masa 
setelah pelaksanaan tahap awal dari 
ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), 
ekspor Indonesia ke Tiongkok 
mengalami peningkatan sebanyak 232,2 

%, sedangkan impor dari Tiongkok 
meningkat hanya sebesar 38,67% saja. 

Sejak terjadinya normalisasi hubungan 
antara Tiongkok dan Indonesia pada 
akhir masa pemerintahan Presiden 
Soeharto, Indonesia dan Tiongkok mulai 
banyak mencoba untuk melakukan 
berbagai kerja sama di berbagai bidang, 
utamanya bidang ekonomi. Hal ini 
terefleksikan dengan adanya 
peningkatan nilai perdagangan antar 
kedua negara yang pada tahun 2008 
menyentuh angka 31 miliar USD. 
Adapun peningkatan kerja sama di 
bidang ekonomi ini tidak dapat 
dipisahkan dari peran ASEAN China 
Free Trade Area (ACFTA). Meski 
demikian, masih terdapat beberapa 
kendala yang belum bisa diselesaikan 
oleh kedua negara. Masalah tersebut 
antara lain komoditas yang diekspor 
oleh Indonesia mayoritas masih berupa 
barang mentah, serta daya saing produk 
nasional Indonesia yang sering kalah 
oleh produk Tiongkok dalam masalah 
harga.  

Arah Hubungan Indonesia-
Tiongkok di Masa Kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo 

Dalam dekade terakhir ini, Tiongkok 
telah menunjukkan kemampuannya 
untuk bersaing dalam skala 
internasional dengan negara-negara 
besar lain, terutama dalam hal kekuatan 
ekonomi. Jumlah penduduk yang 
melimpah berhasil dimanfaatkan oleh 
pemerintah Tiongkok sebagai buruh 
dengan upah minimum yang murah 
dengan kuantitas yang massif menjadi 
salah satu faktor kunci tingkat produksi 
Tiongkok yang tinggi. Pertumbuhan 
ekonomi yang sempat menembus angka 
dua digit menjadi salah satu indikator 
sekaligus bukti kebangkitan kekuatan 
adigdaya baru dalam dunia 
perokonomian internasional. Dalam 
waktu yang bersamaan Indonesia juga 
mengalami pertumbuhan ekonomi yang 
terbilang tinggi, menyentuh angka 8% 
pada tahun 2010. Namun pertumbuhan 
ekonomi Indonesia berbeda dengan 
Indonesia, pertumbuhan ekonomi di 
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Indonesia sebagian besar berasal dari 
sisi konsumsi yang menjadikannya 
negara konsumtif. Hal ini berkebalikan 
dengan pertumbuhan yang didapat 
Tiongkok dengan cara menggenjot moda 
produksi yang mereka miliki hingga 
batas maksimal. 

Globalisasi dan 
peningkatan hubungan 
Indonesia-Tiongkok 

Globalisasi secara umum 
digambarkan melalui lima 
konsepsi, yaitu 1) 
internasionalisasi, 2) 
liberalisasi, 3) universalisasi, 
4) westernisasi, dan 5) 
deteritorialisasi (Scholte 
2000a). Berangkat dari lima 
konsepsi ini, peningkatan 
hubungan Indonesia-
Tiongkok dan globalisasi diterjemahkan 
melalui satu dari lima konsep yang telah 
disebutkan. Pertama, internasionalisasi 
memberi sketsa analisis bagaimana 
hubungan Indonesia-Tiongkok 
merupakan pijakan strategis untuk 
membangun diplomasi dan 
melaksanakan politik luar negeri yang 
sesuai dengan atribut dan aspirasi 
negara. Internasionalisme didefinisikan 
sebagai pertumbuhan transaksi dan 
interdependensi antar negara (Scholte 
2000b). Seperti yang diketahui melalui 
sub-bab sebelumnya bahwa hubungan 
Indonesia dan china semakin erat ketika 
Joko Widodo menduduki kursi 
kepresidenan Indonesia pada tahun 
2014 dan pada bulan Maret 2015 
Presiden Joko widodo melakukan 
kunjungan sekaligus penandatanganan 
beberapa kesepakatan ekonomi politik 
dengan Tiongkok dan pendanaan untuk 
beberapa mega proyek di Indonesia. 
Kedekatan ini juga berpengaruh pada 
peningkatan transaksi dan 
interdependensi kedua negara. 

Tiongkok saat ini menguasai pangsa 
pasar kereta api cepat dengan 
kepemilikan rel terpanjang di dunia 
hingga sekitar 60% dari total panjang rel 
kereta cepat dunia. Hal tersebut dapat 
terjadi karena pemerintah Tiongkok 

yang memiliki program pemerintah 
yang mendukung pembangunan 
tersebut, yaitu one belt one road. 
Melalui one belt one road, pemerintah 
Tiongkok berharap untuk dapat 
memiliki jalur akses yang tinggi dengan 
berbagai negara yang ada di sekitar 

wilayah kedaulatan 
negaranya. Tujuan utama 
dari proyek raksasa 
Tiongkok ini adalah untuk 
melakukan penyeimbangan 
ekonomi dalam negeri 
Tiongkok yang timpang 
antara daerah barat yang 
masih tertingaal dengan 
daerah timur yang sudah 
modern dan maju 
(Wicaksana 2017). Proyek 
jalur sutera baru ini 
diharapkan mampu 
mengangkat potensi-poteni 

ekonomi Tiongkok yang saat ini masih 
belum muncul ke permukaan. 
Pembangunan kereta api cepat yang 
sudah mengalami perkembangan yang 
drastis hanya dalam beberapa tahun 
diharapkan mampu untuk menjadi salah 
satu bukti realisasi dari one belt one 
road. 

Hubungan Jepang-Tiongkok 

Pada dasarnya hubungan perekonomian 
antara Jepang dan Tiongkok bersifat 
saling menguntungkan. Hal ini terkait 
dengan kebijakan Official Development 
Assistance (ODA) sejak tahun 1979 yang 
di keluarkan Jepang kepada Tiongkok. 
Normalisasi hubungan Jepang dan 
Tiongkok juga membawa efek positif 
bagi perdagangan kedua negara. Sebagai 
partner dagang penting Tiongkok, 
Jepang mengekspor sumber yang 
terpenting untuk teknologi maju dan 
barang-barang modal seperti besi, baja, 
alat-alat mesin, serta mesin-mesin 
untuk alat transportasi pertambangan, 
dan pupuk kimia dari Jepang yang 
sangat penting bagi pertanian Tiongkok. 
Sementara itu, Jepang mengimpor 
tekstil, bahan makanan, bahan-bahan 
mentah, dan minyak bumi (Handayani 
2011). Namun perlu disadari bahwa 
konflik antara Tiongkok dan Jepang 
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terkait kepemilikan pulau 
Senkaku/Daioyu terjadi sejak tahun 
1969 setelah Economic Comission for 
Asia and Far East (ECAFE) melakukan 
survei dan menemukan potensi 
cadangan minyak dan gas yang cukup 
besar di sekitar perairan Kepulauan 
Senkaku (Rahmanto 2014). 

Kepentingan One Belt One Road 
(OBOR) Tiongkok dan Indonesia 

Tiongkok sebagai salah satu negara 
dengan kekuatan ekonomi terbesar di 
dunia mencoba meningkatkan 
pengaruhnya untuk menggalang banyak 
negara mewujudkan rencana besar yang 
bertujuan untuk meratakan 
pembangunan ekonomi di seluruh 
wilayah Tiongkok melalui OBOR. Proyek 
ini adalah bagian dari dorongan 
Tiongkok untuk meningkatkan 
infrastruktur modern dengan struktur 
global dapat menarik lebih banyak 
investasi dan perdagangan di sepanjang 
rute OBOR. Ini bisa bermanfaat bagi 
kawasan Tiongkok bagian barat, yang 
kurang berkembang, karena terkait 
dengan negara-negara tetangga. Dan 
dalam jangka panjang, proyek ini juga 
dapat membantu Tiongkok menopang 
akses terhadap sumber energi. 

Gagasan ini dimaksudkan untuk 
menghubungkan Asia, Eropa, Timur 
Tengah dan Afrika untuk mendukung 
perdagangan dan pembangunan. 
Presiden Xi Jinping sendiri pertama kali 
mengumumkan kebijakan tersebut pada 
2013. Kemudian dinobatkan sebagai 
salah satu dari tiga strategi utama 
nasional Tiongkok. Rencana tersebut 
bertujuan untuk menghubungkan Asia, 
Eropa, Timur Tengah dan Afrika dengan 
jaringan logistik dan transportasi yang 
luas. Cara yang ditempuh adalah dengan 
menggunakan jalan, pelabuhan, jalur 
kereta api, jaringan pipa, bandara, 
jaringan listrik transnasional dan 
bahkan jalur serat optik. Skema ini 
melibatkan 65 negara, yang 
menyumbang sepertiga dari PDB global 
dan 60 persen populasi dunia, atau 4,5 
miliar orang. 

Arti Penting Proyek Kereta Super 
Cepat Bagi Indonesia dan 
Tiongkok 

Sejak masa pemerintahan presiden SBY, 
Pemerintah Indonesia sudah memiliki 
pandangan ke depan untuk membangun 
kereta api cepat pertama di Asia 
Tenggara tersebut. Kereta cepat 
merupakan sebuah proyek yang 
terbilang mahal dan memerlukan waktu 
yang cukup lama untuk mencapai break 
even, terlebih lagi memperoleh profit. 
Namun, pemerintahan presiden Joko 
Widodo tetap berusaha meneruskan 
salah satu mega proyek negara tersebut 
dengan target rampung dalam kurun 
waktu kurang dari 5 tahun. Saat ini 
Indonesia sedang berada pada turning 
point  dalam arus urbanisasi, 
menjadikan momen ini sebuah momen 
yang strategis untuk Indonesia dalam 
membangun infrastruktur transportasi 
yang kedepannya akan mampu menjadi 
stimulan bagi perkembangan ekonomi 
di Indonesia. 

Indonesia saat ini sedang mengalami 
perubahan bersejarah dan menjadi 
ekonomi perkotaan. Kota-kota di 
Indonesia tumbuh rata-rata 4,1% per 
tahun - laju yang lebih cepat dari kota-
kota negara Asia lainnya 
(worldbank.org). Pada tahun 2025, atau 
kurang dari 10 tahun lagi, diperkirakan 
68% penduduk Indonesia adalah warga 
kota. Indonesia memiliki lahan 
perkotaan terbesar ketiga di Asia, 
setelah Tiongkok dan Jepang. Selama 
kurun waktu tahun 2000 hingga 2010, 
jumlah lahan perkotaan di Indonesia 
meningkat, dari sekitar 8.900 kilometer 
persegi menjadi 10.000 kilometer 
persegi, bertambah 1,1% per tahun yang 
menjadikan Indonesia sebagai negara 
dengan laju pertumbuhan lahan 
perkotaan tertinggi setelah Tiongkok. 

Kesimpulan 

Konsorsium PT. KCIC yang berdiri atas 
kerjasama Indonesia-Tiongkok 
merupakan kerjasama yang bersifat 
interest-based. Indonesia lebih memilih 
Tiongkok berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan ekonomis dan juga 
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memperhitungkan kerjamasama 
bilateral kedua negara serta potensi 
besar china sebagai salah satu investor 
bagi perekonomian Indonesia. Hal 
inilah yang menjadi fokus utama di 
masa kepresidenan Joko Widodo yang 
mengharapkan tercapainya 
pembangunan yang maksimal di 
Indonesia. Demi 
tercapainya tujuan tersebut, 
APBN negara mengalami 
kenaikan dalam belanja 
untuk segi infrastruktur. 
Namun pemerintah 
Indonesia juga tidak 
menutup mata ketika 
Tiongkok sedang bersedia 
untuk mengeluarkan 
sejumlah besar dana demi 
mewujudkan mega proyek 
One Belt One Road-nya.  

Salah satu proyek 
infrastruktur Indonesia adalah 
pembangunan kereta super cepat. 
Kereta super cepat memiliki definisi 
beragam tergantung negara masing-
masing. Menurut International Union of 
Railways, Uni Eropa mendefinisikan 
kereta cepat sebagai kereta yang mampu 
melaju hingga kecepatan 250 km per 
jam, atau kereta yang sudah mengalami 
upgrade dengan kecepatan lebih dari 
200 km per jam. Hal ini serupa dengan 
definisi Tiongkok dalam membedakan 
kereta biasa dengan kereta cepat 
berdasarkan pada order 34 tahun 2013 
dari kementerian kereta api Tiongkok, 
adalah kereta yang mampu melaju 
dengan kecepatan hingga 250 km per 
jam, sedangkan rapid rail adalah kereta 
dengan kecepatan minimum 160 km per 
jam. 

Walaupun sempat terjadi dilema untuk 
memutuskan antara Jepang yang sudah 
sejak lama menjadi rekan kerjasama 
dalam bidang ekonomi bagi Indonesia, 
atau Tiongkok yang saat ini kondisi 
perekonomiannya sedang mendominasi 
dunia. Kedua raksasa ekonomi di Asia 
tersebut bersaing dalam memberikan 
tawaran kesepakatan yang terbaik bagi 
Indonesia. Namun, pilihan besar 
tersebut akhirnya jatuh pada Tiongkok. 

Proyek yang bersifat Business to 
Business yang menjadi kunci 
kemenangan Tiongkok atas Jepang, 
pemerintah Tiongkok bersedia 
memenuhi permintaan pemerintah 
Indonesia yang sulit dikabulkan oleh 
Jepang, yaitu untuk menanggung 
seluruh biaya proyek tersebut. Meski 

begitu Jepang sebenarnya 
juga memberikan penawaran 
yang cukup menarik, selain 
karena Jepang menggunakan 
teknologi mereka yang 
mampu memproduksi kereta 
api cepat yang paling aman, 
Jepang juga bersedia 
memberikan pinjaman 
dengan bunga rendah yakni 
0,1 persen 

Dalam membangung proyek 
ini, perusahaan – perusahaan 
dari Tiongkok dan Indonesia 

melakukan kerjasama dalam bentuk 
konsorsium. Menurut kamus besar 
bahasa Indonesia, konsorsium dapat 
diartikan sebagai himpunan beberapa 
pengusaha yang mengadakan usaha 
bersama; kumpulan pedagang dan 
industriawan; perkongsian. Dalam hal 
ini, perusahaan akan berpartisipasi 
dalam proses pengadaan sebuah proyek 
melalui suatu konsorsium, maka 
perusahan-perusahaan tersebut harus 
mendaftar sebagai konsorsium dan 
kemudian jika pada akhirnya 
memasukan penawaran, haruslah tetap 
menggunakan nama dan struktur 
konsorsium sebagaimana pada waktu 
mendaftar. Konsorsium haruslah telah 
dibentuk sebelum penilaian 
prakualifikasi. Perjanjian Konsorsium 
harus dibuat secara khusus untuk proses 
pengadaan/kontrak ini saja. 

Melihat adanya kesempatan untuk 
melakukan efisiensi dalam pembiayaan 
proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, 
Pemerintah Indonesiapun memberikan 
persyaratan untuk partner kerja 
membiayai proyek tersebut dan bersifat 
business to business tanpa ada jaminan 
dari pihak pemerintah Indonesia. 
Jepang yang memiliki kekuatan 
ekonomi besar pun tetap khawatir untuk 
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memenuhi syarat yang diajukan oleh 
Indonesia itu. Dengan demikian 
harapan Jepang untuk menggarap 
proyek kereta cepat Jakarta-Bandung 
pun hilang. 

Namun, Indonesia mampu untuk 
bermain cantik dan menjaga hubungan 
erat yang dimiliki dengan Jepang hingga 
saat ini. Melalui proyek kereta cepat 
lain, Indonesia mampu memberikan 
pelipur lara bagi Jepang. Proyek kereta 
cepat Jakarta-Surabaya menjadi proyek 
kereta cepat kedua bagi Indonesia. 
Dengan adanya kerja sama bisnis baru 
ini, hubungan bilateral Indonesia 
dengan Jepang tidak akan jatuh ke arah 

yang buruk. Secara keseluruhan, 
Indonesia sadar akan peluangnya untuk 
memperoleh bantuan dana dari 
Tiongkok yang sedang gencar 
melakukan pendekatan ke berbagai 
negara untuk mewujudkan proyek 
OBOR-nya dan mampu untuk mencuri 
perhatian Tiongkok beserta dana 
bantuannya. Pemerintah Indonesia pun 
dapat melakukan penghematan demi 
alokasi belanja ke sektor-sektor yang 
lebih strategis. Namun, Indonesia tetap 
dapat menjaga hubungan baiknya 
dengan Jepang melalui pengadaan 
proyek kereta cepat lain, yaitu Jakarta-
Surabaya. 
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